
Akan Dibuka, Gerni Samstrt'funtang

UPI'D Kembali Dekatkan Pelayanan

IINCARAN Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah

miJhlui Llnit l'ela-r-anan Pendapalan Daerah (UI'Pl)) Kdbupaten Semarang, hendak membuka

(ierari Srnlsnl Tuntang. Peluncuran layanan lerscbut akitn digelar Jumat (15/9) besok. "Cerai

Sanrsat lirnlang. nencmpali salah satu kios di l'lKK Lopait TLlntang, yang bangunannya

mcrupakan asel Pemerintah Provinsi Jawa tengah." kala Kepala UPPD Kabupatcn Semarang,

N'oor lladi. llabu (13/9) siang. Tujuan pcndirian (lcmi Samsat Iuntang, menurutnva lebih

kcprd! pendckatun pclayanan kepada rvajib palak kcndaraan bermotor (PKB) heik roda dua

rnaupun roda empat atau lebih. Apalagi. lunggakan PKB dari ernpat kccamatan di antaranya

Kccxmrlirn lirntans. Bringin. Ambara\\a. dan Kecdnralan Bat!en lergolong tinggi.

Apabila dirinci- di Kecamalan Tuntan-s ada tunggakan 4.959 objek PKB. dengan nominal

Itp tl'13.roa-rt0. Kemudian untuk Kecamalan llt\!en. tcrdapat 669) ob.jck tunggakan PKB.

dengun nonrinal I{p l.l 1,1.9 1 2.025.

llntuk Kccamaten Ambarawa. dari 8.181 obick l)KB ada tunggakan Rp 1.510.'191.765.

dan lunggrkan obick PKB dari Kccarnatan Bringi0 lcrcatll 2.193 obiek PKB dcngan nominal Rp

419.725.000.".1ika dilolal hingga 3l Agtrstus 20l7..iurrlah kendaraan obyek paiak yang

rncnunggak dari empat kecamatan tadi atla 22 224 unit denSan tunggakan pajak ltp

'l.l9i.(r11.040. Arlinva. rata-rata dari I lanuari 2017 hingga ll Agustus 2017 se-Kabupalcn

Scnrrrang ada tLrnggakan l'KB sebcsar lebih kurlng Iip l6 nriliar.-paparn;-a.

Sampai asal September 2017. I'KU dari Kabupaten Scmarang )ang sudah disetorkan ke

kas dacrah sudah mencapai Rp 76.7 10.91.1.-100 atau sudah berialan 72.70 persen dari total larget

lug clitcrapkun- Sementara biala balik nama kcndaraan bermotor (BBNKB) )ang srrdah

disctorkrn lelah menlentuh nominal Rp 69.107.760.500 atlu 68.29 persen dari total larget.

Dcngan capaian itu. bila dirata-rala LiPPD Klbupiitcn Ssnllranc mcnduduki rangking lima cli

.lawa'lcngah. 'Karni luga bertugas rrcngurusi pondapatxn usli dacrah (l)AD). di anlarrnya

berasal duri l'KIl. BBNKB. l')aiak Ail Permtrkaan, I)lllak l'ab|ik Rokok, dan I'ajak SPBU. Selama

sctahun. l)KB dan tIBNKB ditargetkan menemhus nomirral Itp 208.985.000.000." ujarnya.

[.]rn! pcDdapatan pajak itu akan dibagi unttrk l)emprov .lawa Tengah dan Kabrrpaten

Semrrang. drri total largcl pendapatan kcdua paiak tadi. pada 2017 Bumi Selasi bakal

nrenrllpatkan bauiin scbesar Rp 118.766.000.000." Jika tunggakan PKB dan BBNKB mrsih



tinggi, maka diperlukan upaya-upaya. Kalau tidak. ya kita sulit menembus targer itu." tegasnya.

Rencanan!a. peresmian Cerai Samsat Tuntang. bakal dihadiri pejabat dari BPPD Provinsi Jawa

'lengah dan Kabupatcn Scmarang. Berbagai sarana dan prasarana lermasuk pctugas hingga

jaringan internet yang tcrkoncksi dcngan server terpadu telah disiapkan.

-Jadi waiib paiak tidak pcrlu lagi jauh-jauh membayar PKB alaupun BBNKB. Tidak

hanya bagi mcreka yang tinggal di Kabupaten Scmarang, karena sudah online maka pembayaran

pajak kendaraan se-Jarva Tengah bisa diakses di Gerai Samsar Tuntang." imbuh Noor Hadi.

(H86-5 r)

Su m ber berit!: Suara Merdeka, ,,r,ta, l) ibuko, GeraI Samsnt Tu n/ang, l4 September 20 I 7.

Catatan Bcritlr I

a. l)asal I ayat (13) Undang - Undang Nomor 17 'l'ahun 2003 tentang Keuangan Negara

mcnyalakan Pcndapatan asli dacrah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai

pcnambah nilai kekayaan yang bersih:

b. Undang-Undang Nontor 28'lahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan llerribusi l)aerah tentang

Pajak Kendaman Bermotor menyatakan :

l. Pasal 2 ayat ( l) menyatakan bahrva Jenis Pajak provinsi rerdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor:

b. Bea Balik Nama Kendaraan llermotor

c. l'ajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan: dan

e. Pajak llokok

2. Pasal 3 ayat (l) menyatakan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan

dan/atau pcnguasaan Kendaraan Bermotor.

l. I'asal ,1 ayal ( l) mcnyatakan bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi

alau lladan yang merriliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermolor, sedangkan Wajib

Pajak Kendaraan Bermolor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan

Llcrmotor.

4. I'>asal 9 ayat (l) menyatakan bahwa Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bernlotor

adalah penyerilhan kepemilikan Kendaraan Bermotor.



5. Pasal l0 menyatakan bahwa Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor adalah

orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kcndaraan Bermotor,

sedangkan wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi alau

Badan yang menerima penyerahan Kcndaman Bermolor

6. Pasal 2l ayat (l) menyatakan bahwa objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan

dan/alau pcmanlaatan Air Permukaan.

7. l'asal22 menyatakan bahrva Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan

yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Pcrmukaan, sedangkan

Wajib l'ajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan

dan/atau pemanthatan Air Permukaan.

8. Pasal 26 ayat ( I ) menyatakan bahwa Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

9. I'asal 27 menyatakan bahwa Subjek Pajak l{okok adalah konsumen rokok. Wajib Paiak

Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produserr dan importir rokok yang memiliki izin

bcrupa Nornor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

c. Pasal l ayal (15) [Jndang-Undang Nornor 23 Tahun 20l4lentang Pemerintahan Dacrah yang di

nraksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana

penarrbahan nilai kekal,aan bersih dalam priode lahun anggaran yang bcrsangkutan.

d. Peraturan l)emerinlah Nomor 58-l-ahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22

menyatakan:

I. Pasal I ayat (26) mcn)'atakan bahrla Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebugai penambah nilai kekalaan bersih.

2. Pasal 20 ayat (2) nrenyarakan bah\la Pendapatan daerah meliputi semua p!'ncrimaan urng

mclalui Rekcning Kas Umum Daerah. yang menambah ekuitas dana lancar, yang

nerupakan hak dacrah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali olch

Daerah

L Pasal 2l mcnyatakan bahwa Pendapatan Asli Daeah terdiri atas Pendapatan Asli Dacrah

(PAD). Dana I'erimbangan dan t,ainJain pendapatan daerah yang sah.

4. Pasal 22 ayat (l) !nenyalakan bahrva Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l huruf'a tcrdiri alas:

a. paiak daerah:

b. retribusi dacrah:



hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan

lain-lain PAD yang sah.

Kesimpulan:

Gerai Samsat dalam memberikan pelayanan kepada *,arga masyarakat dcngan prolesional berdasarkan

standar yang dikontrol dan dikcndalikan dengan dukungan teknologi inlbrmasi serta dilaksanakan

dengan Cepat yaitu pelayanan dengan sistem standar waktu yang telah ditentukan, Akuntabel dengan

produk pclayanan Cerai Samsat dapat dipertanggungiawabkan baik dari segi teknis administrasi hukum

.rtau Undang-tjndang dan Tcrpercrya yaitu pelayanan Gerai Samsat dapat dirasakan manfaatnya bagi

masyarakat dan memenuhi standar-standar profesionalisme kinerja.

Gerai Samsat Tuntang ini dirvujudkan dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam pelayanarl kepolisian dan upaya untuk mendekatkan serta membangun hr.rbungan yang sinergis

anum polisi dan masyarakat. Selain itu rujuan teru,ujudnya (lcrai Samsat-luntang ini lebih kepada

pelayanan wajib pajak kcndaraan bermotor (PKB) baik roda dua maupun roda 4 atau lebih. Selain itu

juga mengurusi pendapatan asli daerah (PAD), yang di antaranya berasal dari pKB, BBNKB, I,ajak Air

Pclmukaan. Pajak Pabrik Rokok, dan Paiak SPBU. Berbagai sarana dan prasarana termasuk petugas

hingga jaringan intelnet yang terkoneksi dengan server tcrpadu telah disiapkan.

Pengelolaan Cerai Samsat tcrscbut dengan mempcrhatikan :

tJndang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Rctribusi Daerah

tentang Pajak Kendaraan Bermotor;

Undang-tJndang Norror 2l Tahun 201:l tcntang Pemerintahan Daerah;

Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 'lentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d.

I.

2.

,1.


